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Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan
kehidupan.

Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk
mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan
kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak
Air.

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk
menentukan tindakan yang akan dilakukan secara
terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan
Pengelolaan Sumber Daya Air.

Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah
kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan,
perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin
keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber
Daya Air dan prasarananya.

Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta
bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan
Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi
tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara
turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat
oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah,
serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.

Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh
Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu
yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang
meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air
beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintah . . .
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Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang
selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang
dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan,
kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan
untuk  Pengelolaan  Sumber Daya  Air secara
berkelanjutan. '

Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan
sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:
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kemanfaatan umum,
keterjangkauan;

keadilan;

keseimbangan,;

kemandirian;

kearifan lokal;

wawasan lingkungan;
kelestarian;

keberlanjutan;

keterpaduan dan keserasian; dan

transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

a.

b.
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memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak
rakyat atas Air;

menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air
agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;

C. menjamin . .
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c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk
menunjang keberlanjutan pembangunan;

d. menjamin terciptanya  kepastian hukum bagi
terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan
terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;

e. menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat,
termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air
dan Sumber Air; dan

f.  mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang
mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Sumber Daya Air meliputi:
penguasaan negara dan hak rakyat atas Air;
tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
Pengelolaan Sumber Daya Air;

perizinan;

sistem informasi Sumber Daya Air;
pemberdayaan dan pengawasan,;

pendanaan;

hak dan kewajiban,;

partisipasi masyarakat; dan

koordinasi.
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BAB III
PENGUASAAN NEGARA DAN HAK RAKYAT ATAS AIR

Bagian Kesatu
Penguasaan Negara

Pasal 5

Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 6. ..
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Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan
urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4).

Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu

memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan
Sumber Air dan lingkungan hidup.

Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan
atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk
memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai
dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber
Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,
pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan
Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta
untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk
kepentingan publik dan kebutuhan . usaha lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang
untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.

Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak
Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa
dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Hak...















SK No 011513 A

n@tmﬁ

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13-

menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di
wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya
Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi
sekitarnya;

menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah  Sungai lintas kabupaten/kota dengan
memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah
Sungai lintas kabupaten/kota;

menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan
Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam
penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan
Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin
penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas
kabupaten/kota; :

membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota,

menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan
para pemangku kepentingan terkait; dan

memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada
Wilayah Sungali lintas kabupaten/kota.

Pasal 15

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 bertugas:

a.

menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber
Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
provinsi dengan memperhatikan kepentingan -
kabupaten/kota sekitarnya,

menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

C. menyusun. . .















